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MODUL PELATIHAN VERIFIKASI KINERJA KOMISI IRIGASI 
BAGI VERIFIKATOR (BPKP) 

September 2018 
 
Modul 1:  PENDAHULUAN  
 
 
Gambaran 
Umum 

 Program reformasi kebijakan pengelolaan irigasi melalui paradigma baru 
pembangunan yang berpusatkan pada masyarakat (people centered 
development) memiliki karakteristik penerapan partisipasi dalam 
kehidupan masyarakat petani pemakai air. Kaidah-kaidah partisipasi 
masyarakat juga dituangkan dalam kebijakan pemerintah di sektor 
irigasi melalui Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi Partisipatif 
(PPSIP).  
Kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya 
mengamanatkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. 
Adapun pasal-pasal yang mengatur pembagian urusan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah baik provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat 
konkuren diatur dalam pasal 11, dan Pasal 12 ayat 1 khususnya huruf 
(c) : urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 
(irigasi) meliputi : pekerjaan umum dan penataan ruang, dan Pasal 12 
ayat 3 yaitu urusan pemerintahan pilihan (pertanian) yang diamanatkan 
oleh peraturan perundang-undangan.  
Urusan wajib penyediaan sarana dan prasarana umum antara lain 
adalah bidang pekerjaan umum, termasuk sektor sumber daya air dan 
irigasi.  Pengaturan lebih lanjut terhadap sektor tersebut dijelaskan 
dalam UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (mengingat UU No 
7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah dibatalkan oleh MK pada 
Februari 2015, sehingga UU Sumber Daya Air mengacu ke UU lama), 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (hal ini 
mengingat PP Nomer 20 tahun 2006 tentang Irigasi juga batal). 
Pembagian kewenangan pengembangan dan pengelolaan irigasi antara 
pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah 
kabupaten/kota, dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) 
dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Kedua 
kebijakan tersebut mencerminkan pelaksanaan desentralisasi dalam 
pembangunan daerah, khususnya bidang pengembangan dan 
pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif (PPSIP). 
 
Dalam format kebijakan, PPSIP merupakan salah satu kebijakan dimana 
penyelenggaraan pengelolaan irigasi berbasis peran serta masyarakat 
petani mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai 
dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, 
pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. 
Berbagai perkembangan kebijakan tersebut tentunya membutuhkan 
pernyesuaian di tingkat pemerintahan daerah dalam pengembangan dan 
pengelolaan irigasi secara partisipatif.  Kebijakan pengembangan dan 
pengelolaan sistim irigasi partisipatif pada pelaksanaannya 
membutuhkan informasi yang mendasar dan aktual terkait dengan 
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keadaan suatu jaringan irigasi.   
 
Pemerintah menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan 
sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan 
pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan 
sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan 
pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab 
kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani 
pemakai air, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan 
pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem 
irigasi. 
Salah satu wujud perubahan yang terkandung dalam muatan kebijakan 
PPSIP tersebut adalah Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI).  
Kelembagaan tersebut dibentuk dan dikembangkan untuk mewujudkan 
tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah.  KPI 
meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan 
petani pemakai air, dan komisi irigasi. Salah satu unsur KPI yang relatif 
baru adalah Komisi Irigasi (KOMIR) sebagai bagian dari proses 
pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan 
irigasi di daerah.  
 

Sebagai satu kesatuan, sistem irigasi melibatkan banyak unsur, 
diantaranya Pemerintah Daerah, Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A), 
kelompok tani (Poktan/Gapoktan), dan pengguna jaringan irigasi 
lainnya. Kolaborasi dari unsur-unsur tersebut perlu dibangun dengan 
baik agar tujuan akhir sistem bisa tercapai. Oleh karena itu, diperlukan 
kehadiran dan pembentukan KOMIR sebagai lembaga koordinasi dan 
komunikasi multi pihak dalam implementasi kebijakan pengembangan 
dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. KOMIR merupakan bagian 
dari proses untuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan 
pengelolaan irigasi. 
 

Sebagai koordinator dari berbagai unsur, kapasitas dari KOMIR sendiri 
perlu diperkuat dan dijaga keberlanjutannya. Salah satunya dengan cara 
pemantauan dan evaluasi kinerjanya. Pemantauan dan penilaian kinerja 
perlu dilakukan untuk melihat sejauhmana tugas pokok dan fungsinya 
berjalan sesuai ketentuan agar tetap berada dalam koridor menuju 
capaian akhir program.  

   
Tujuan 
 

 Peserta dapat mengetahui konsep Pembentukan Komisi Irigasi sesuai 
dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. 

   
Tujuan 
Khusus 

: 1. Menjelaskan perubahan paradigma pembangunan  sumberdaya air dan 
Irigasi. 

2. Menjelaskan tentang pentingnya regulasi dalam pembangunan dan 
pengelolaan SDA dan irigasi. 

3. Mensosialisasikan keberadaan Komisi Irigasi sebagai salah satu unsur 
Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI). 

   
Pokok 
Bahasan 

 1. Substansi pengertian yang terkandung dalam  masing-masing regulasi, 
baik pusat maupun daerah yang terkait dengan kedudukan komisi 
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irigasi. 
2. Prinsip-prinsip kebijakan dan regulasi 
3. Hubungan kebijakan dan regulasi dengan implementasi PPSIP 

   
Alat & 
Bahan  

:  Spidol transparan 
 Infocus dan Lap Top 
 Papan tulis/dinding 
 Kertas buram Plano (Flip chart) 
 Spidol Artline (ukuran Besar dan Tanggung)  
 Celotape atau  penempel kertas 

   
Waktu : 45  menit (1 JP) 
 
Proses Fasilitasi:  

  
1. Memahami perubahan kebijakan sumber daya air dan irigasi dalam konteks otonomi 

daerah. 

2. Memahami urgensi pembentukan komisi irigasi yang merupakan bagian dari proses 

untuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi di 

daerah. 

3. Memahami proses pembentukan komir melalui mekanisme penyusunan SK 

Gubernur/Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi di Provinsi dan Kabupaten. 

Langkah-langkah Waktu 

1. Jelaskan kepada peserta, apa yang difahami tentang kebijakan dan 
regulasi 
 Paradigma Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi 
 Arti penting  regulasi SDA dan Irigasi 
 Arti penting pembentukan Komisi Irigasi dan Sekretariat KOMIR. 
 

15 menit 

2. Selanjutnya tunjukkan kepada peserta tentang jenis Surat 
Keputusan Gubernur/Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi 
Provinsi dan Kabupaten yang sudah diterbitkan 

10 Menit 

3. Lanjutkan dengan penjelasan pokok-pokok kandungan dalam SK 
Pembentukan Komisi Irigasi , struktur organisasi Komisi Irigasi, 
tugas dan tanggung jawab Komisi Irigasi dan SK Pembentukan 
Sekretariat Komir 

20 menit 

 
Hand out 1 :  Peraturan Perundangan terkait dengan Komisi Irigasi :  

 
Beberapa landasan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan 
Komisi Irigasi  tersebut antara lain adalah: 
a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65,Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor 3046);  

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indoneswia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3226); 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas 
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di 
wilayah Provinsi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 
tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan 
Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi; 

e. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/ PRT/ M/ 

2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 537); 

g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi; 

h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/ PRT/ M/ 
2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);  
 

Hand out 2 : Mekanisme Pembentukan Komisi Irigasi 

Komisi Irigasi Provinsi maupun Kabupaten terdiri dari anggota Komir unsur Pemerintah dan 
Non Pemerintah. Pemilihan unsur Pemerintah berdasarkan identifikasi dinas/instansi yang 
membidangi irigasi dan memiliki keterkaitan dengan irigasi untuk dipertimbangkan menjadi 
anggota Komir. Sedangkan untuk unsur non pemerintah diwakili oleh unsur pengguna air 
irigasi yang berasal dari Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) yang masuk 
dalam daerah irigasi kewenangan Provinsi , Kabupaten dan kewenangan Pusat.  
 
Mekanisme pemilihan untuk unsur pemerintah melalui tahapan penetapan jumlah anggota 
dari unsur pemerintah dan pemberitahuan kepada P3A/GP3A/IP3A terkait dengan proses 
pemilihan anggota dari unsur non pemerintah. Surat pemberitahunan dilengkapi dengan 
pedoman umum, tata cara pemilihan dan jumlah anggota komisi irigasi dari masing-masing 
unsur.  
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Modul 2 : METODE VERIFIKASI DLI 3 KOMISI IRIGASI 
 
Modul ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang metode dan teknik dalam 
melaksanakan verifikasi. Dalam modul ini akan diuraikan secara singkat mengenai proses 
pelaksanaan verifikasi kinerja Komisi Irigasi yang diawali dengan proses atau tahapan dalam 
pelaksanaan verifikasi Komisi Irigasi, serta memahami format isian dalam penilaian Komir 
yang baik.  Modul ini diberikan kepada peserta agar mempunyai wawasan dan pengetahuan 
dalam melaksanakan kegiatan verifikasi kinerja Komir sesuai dengan tahapannya 
 
Peningkatan operasionalisasi kelembagaan irigasi diukur dari indikator kinerja komisi irigasi 
provinsi maupun komisi irigasi kabupaten. Indikator kinerja diukur menggunakan indikator 
kinerja komisi irigasi yang telah diperbaharui. Pencapaian DLI 3 mencakup juga hasil 
evaluasi kinerja Komisi Irigasi yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Bina Bangda melalui 
kegiatan di luar IPDMIP. 
Pencapaian DLI 3 diverifikasi menggunakan Formulir V-3. 
 
Indikator Kinerja Komisi Irigasi mencakup aspek berikut: 

a. Pembentukan Komisi Irigasi; 

b. Sekretariat (Fasilitas dan staf, program kerja); 

c. Rekomendasi Komisi Irigasi; 

d. Pendanaan operasional: tersedianya dana operasional rutin tahunan 

dari APBD. 

 
Dasar Pelaksanaan :  
Permen PUPR No.17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi 
 
Hasil Verifikasi 
Hasil verifikasi akan berupa nilai serta kesimpulan apakah Komisi Irigasi Provinsi/Kabupaten 
telah berkinerja “Kurang” (Nilai < 50) atau “Cukup” (51-70) atau “Baik” (71-100). 
 
Apabila Komisi Irigasi telah berkinerja “Cukup” atau ”Baik” berarti dapat diperhitungkan 
untuk pemenuhan DLI. Sebaliknya bila Komisi Irigasi berkinerja “Kurang” berarti tidak dapat 
diperhitungkan sebagai pemenuhan DLI dan Komisi Irigasi harus dilengkapi atau dibenahi 
untuk meningkatkan kinerjanya. 
 
Cara Kerja : 
1. Gunakan formulir verifikasi V-3 terlampir untuk memverifikasi Kinerja Komisi Irigasi 
Provinsi maupun Komisi Irigasi Kabupaten. 
 
2. Formulir Verifikasi V-3: 
 
2.1. Kunjungi kantor sekretariat Komisi Irigasi Provinsi/Kabupaten dan lakukan verfikasi di 

sana. Lakukan wawancara kepada anggota komisi dan petugas sekretariat komisi 

untuk memverifikasi. 

2.2. Minta Sekretariat menunjukkan dokumen-dokumen yang diperlukan (laporan, 

catatan, notulen rapat, surat keputusan atau ketetapan, dan sebagainya) untuk 

memverifikasi legalitas, seperti yang ditentukan dalam Formulir Verifikasi. 
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2.3. Lakukan pengamatan ruang/kantor Sekretariat Komisi. Verifikasi ketersediaan staf 

personil pendukung sekretariat. Verifikasi dokumen yang ada yang dapat 

menunjukan program kerja, rekomendasi komisi dan pendanaan.  

2.4. Isi informasi dan data tanggal verifikasi, nama Komisi Irigasi, provinsi, kabupaten 

(jika verifikasi Komisi Irigasi kabupaten) serta nilai kinerja Komisi Irigasi. 

2.5. Isi nilai bagian kinerja Komisi Irigasi pada kolom 3 sesuai dengan indikator pada 

kolom 2. Jumlahkan nilai kolom 3 di bawah. 

2.6. Verifikasi satu per satu seluruh indikator. Perhatikan petunjuk pada kolom 6. 

2.7. Nilai atau tentukan status atau kondisi masing-masing indikator sesuai kolom 2 dan 

4. Tulis nilai verifikasi di kolom 5 sesuai indikator. 

2.8. Setelah seluruh indikator dinilai, jumlahkan seluruh nilai hasil verifikasi kolom 5 di 

bawah. 

2.9. Buat photo dokumentasi kantor sekretariat. 

2.10. Bila nilai verifikasi kinerja Komisi Irigasi > 28,00, maka nilai kinerja Komisi Irigasi 

yang diusulkan terverifikasi sesuai dengan nilai kinerja Komisi Irigasi yang 

disampaikan. 

Bila nilai verifikasi kinerja Komisi Irigasi < atau = 28,00, maka nilai kinerja Komisi Irigasi 
terverifikasi = Nilai kinerja Komir - Nilai Bagian kinerja Komir (jumlah kolom 3) + Nilai 
verifikasi (jumlah kolom 5). 
 
Contoh perhitungan: 
Misalnya Nilai kinerja Komisi Irigasi = 74,00 dan Nilai Bagian kinerja Komir = 32,00, maka: . 
 

a. Bila Nilai Verifikasi diperoleh 27,00 (< 28,00), maka nilai kinerja Komir terverifikasi = 

74,00 - 32,00 + 27,00 = 69,00. 

 
b. Bila Nilai Verifikasi diperoleh 29,00 (> 28,00), maka nilai kinerja Komir terverifikasi 

tetap = 74,00. 

 
2.11. Buat kesimpulan: a). Berapa nilai verifikasi kinerja Komisi Irigasi dan b). Bagaimana 

kinerja Komisi Irigasi: “Kurang” atau “Cukup” atau “Baik”. 

2.12. Periksa kembali apakah semua telah diverifikasi serta data atau keterangan (tanggal, 

nama Komisi dst) telah lengkap diisi. 

2.13. Tandatangani formulir verifikasi. 

2.14.    Selesai. 
 
Agar verifikator paham terkait dengan Form isian, maka perlu dijelaskan secara terinci form 
isian yang terdapat penjelasan singkat seperti pada gambar di bawah ini: 
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Handout 3 : Penjelasan Pengisian Tentang  Form Verifikasi Komisi Irigasi  
Dalam mengukur sejauhmana tingkat validitas dokumen kinerja Komisi Irigasi adalah 
dengan menggunakan 4 indikator utama, yaitu:  
 

1. Indikator Pembentukan Komisi Irigasi  

2. Indikator Sekretariat Komisi Irigasi 

3. Indikator Rekomendasi Komisi Irigasi 

4. Indikator Pendanaan Operasional Komisi Irigasi. 

Penjelasan :  

1. Indikator Pembentukan Komisi Irigasi 

Pemerintah menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan 
prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan 
dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan 
pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan 
irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, penyempurnaan sistem pembiayaan 
pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem 
irigasi. 
 
Salah satu wujud perubahan yang terkandung dalam muatan kebijakan PPSIP tersebut 
adalah Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI).  Kelembagaan tersebut dibentuk dan 
dikembangkan untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun 
pemerintah.  KPI meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani 
pemakai air, dan komisi irigasi. Salah satu unsur KPI yang relatif baru adalah Komisi Irigasi 
(KOMIR) sebagai bagian dari proses pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan 
pengelolaan irigasi di daerah.  

 

Sebagai satu kesatuan, sistem irigasi melibatkan banyak unsur, diantaranya Pemerintah 
Daerah, Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A), kelompok tani (Poktan/Gapoktan), dan 
pengguna jaringan irigasi lainnya. Kolaborasi dari unsur-unsur tersebut perlu dibangun 
dengan baik agar tujuan akhir sistem bisa tercapai. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran 
dan pembentukan KOMIR sebagai lembaga koordinasi dan komunikasi multi pihak dalam 
implementasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. KOMIR 
merupakan bagian dari proses untuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan 
pengelolaan irigasi. 
Peserta diharapkan memahami urgensi pembentukan komisi irigasi yang merupakan bagian 
dari proses untuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi 
di daerah. Proses pembentukan komir adlah melalui mekanisme penyusunan SK 
Gubernur/Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi di Provinsi dan Kabupaten. 
 
Keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi adalah dari unsur Pemerintah dan Non Pemerintah 
dengan Komposisi : 
 

• Ketua dijabat Kepala Bappeda Provinsi 
• Ketua harian dijabat Kepala Dinas yang membidangi irigasi. 
• Sekretaris terdiri dari 2 (dua) unsur : Sekretaris I dijabat Kepala Sub Dinas yang 

membidangi irigasi dan Sekretaris II dijabat Kepala Sub Seksi Pengelolaan 
Sumberdaya Air pada Dinas Pertanian.  

• Wakil pemerintah daerah provinsi;  
• Wakil perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;  
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• Wakil kelompok Pengguna Jaringan Irigasi lainnya misalnya : kolam/tambak ikan, 
cuci/mandi mobil atau usaha lainnya. 

• Wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang mempunyai daerah irigasi lintas 
kabupaten/kota.  

• Ketua bidang dapat dimasukkan apabila diperlukan, dijabat salah seorang wakil 
P3A/GP3A/IP3A dan pengguna lain. 

 

Sedangkan keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten adalah : 
• Sistem keanggotaan adalah perwakilan. 
• Wakil pemerintah daerah kabupaten : sekretariat daerah, dinas bidang irigasi, dinas 

bidang pertanian, bappeda dan dinas terkait lain berkaitan dengan pengelolaan 
irigasi.  

• Wakil GP3A DI kabupaten dengan representasi keterwakilan :  hulu, tengah, hilir, 
luasan DI, tingkatan jaringan irigasi  teknis, semi teknis, dan sederhana l, dipilih 
secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati. Wakil dari GP3A 
dilakukan pergantian setiap 3 tahun sekali melalui pemilihan secara demokratis.  

• Wakil kelompok Pengguna Jaringan Irigasi lainnya misalnya : kolam/tambak ikan, 
cuci/mandi mobil atau usaha lainnya. 

• LSM dan Perguruan Tinggi tidak masuk dalam struktur keanggotaan namun bisa 
diundang sebagai observer  atau adviser. 

 

Salah satu contoh SK Komir Provinsi adalah seperti gambar dibawah ini : 



10 

 

  



11 

 

 
 

 
 

 
 



12 

 

 
 



13 

 

 
  



14 

 

2. Indikator Sekretariat Komisi Irigasi 

Keberadaan sekretariat komisi irigasi adalah merupakan inti dari eksistensi lembaga komisi 
irigasi. Sekretariat komir akan menyusun komposisi fasilitas dan ruang kerja sekretariat, 
jumlah staf sekretariat dan penyusunan program kerja komisi irigasi tahunan dan 5 (lima) 
tahunan. 
 
Adapun kedudukan sekretariat Komisi Irigasi sesuai pasal 33 Permen PU & PR tahun 2015 
tentang Komisi Irigasi adalah sebagai berikut :  
1. Pelaksanaan tugas komisi irigasi difasilitasi oleh sekretariat komisi irigasi yang dipimpin 

oleh kepala sekretariat. 

2. Kepala sekretariat secara adminsitratif bertanggung jawab kepada ketua komisi irigasi 

melalui sekretaris komisi irigasi. 

3. Kepala sekretariat ditetapkan oleh ketua atas usulan ketua harian dan bekerja secara 

penuh waktu. 

4. Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor sekretariat yang berada di 

lingkungan kantor dinas yang membidangi irigasi. 

5. Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari dinas yang membidangi 

pembangunan daerah, irigasi, dan/atau pertanian. 

 

Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Irigasi sesuai pasal 34 Permen PU & PR Nomor 17 

Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi adalah :  

1. Susunan organisasi sekretariat komisi irigasi ditetapkan oleh ketua harian komisi irigasi. 

2. Sekretariat komisi irigasi  sebagaimana dimaksud pada butir 1 bertugas: 

- mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi; 

- memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh 

komisi irigasi; dan 

- menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan. 

3. Sekretariat komisi irigasi secara administratif berada di bawah instansi yang membidangi 

irigasi. 

4. Uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat komisi irigasi diatur lebih lanjut oleh ketua 

harian komisi irigasi.  

Unsur dan susunan organisasi sekretariat komisi irigasi Provinsi dan kabupaten/kota adalah :  
 

1. Kepala Sekretariat.  
2. Staf Sekretariat yang terdiri atas pegawai yang berasal dari dinas yang membidangi 

pembangunan daerah (Bappeda) , irigasi (Dinas PUPR) , dan/atau pertanian (Dinas 
Pertanian). 

 
Staf Sekretariat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian masing-masing : (1) bagian program kerja, 
rapat/persidangan (2) bagian administrasi dan (3) bagian keuangan. 
Contoh SK Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi adalah sebagai berikut : 
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Program kerja tahunan dan 5 tahunan Komisi Irigasi adalah merupakan program kerja rutin 
yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota komir dan dibahas pada awal tahun 
berjalan.  
Program kerja tahunan dibuat perdasarkan program kerja 5 (lima) tahunan yang sudah 
disusun. Program kerja tahunan dibuat berdasarkan hasil kesepakatan yang merupakan 
rekomendasi Sidang I Komisi Irigasi Provinsi /Kabupaten pada tahun berjalan . 
 
Sedangkan Program Kerja 5 (lima) tahunan Komir disusun melalui melalui rapat /sidang 
Komisi Irigasi pada tahun berjalan.  
Sedangkan Program Kerja 5 (lima) tahunan Komir disusun melalui melalui rapat /sidang 
Komisi Irigasi pada tahun berjalan.  
 
Contoh Program Kerja 5 Tahunan dan Tahunan Komir adalah sebagai berikut :  

NO. 
PROGRAM KERJA/ URAIAN 

KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN SUMBER DANA 

KETERANGAN 

2017 2018 2019 2020 2021 
HIBAH/ 
LOAN/ 
APBN 

APBD 

1. Perkuatan Kelembagaan Komisi Irigasi  

1. Review/Perubahan SK Komisi 
Irigasi Prov.  

       
Tiap 3 tahun 
sekali 

2. Sosialisasi Tupoksi Komisi 
Irigasi 

       
Tiap 3 tahun 
sekali 

3. Public Campaign Kelembagaan 
Irigasi dan Irigasi Partisipatif 
“Komir Goes to School”  

        

4. Workshop Komisi Irigasi         

5. Monev Kinerja Komisi Irigasi         

6. Usulan pengadaan Tenaga 
Pendamping Masyarakat bagi 
kelembagaan P3A/GP3A/IP3A 

        

7. Penguatan Kapasitas Staf 
Sekretariat Komisi Irigasi 

       

Pelatihan 
administrasi, 
penyusunan 
program kerja, 
keuangan, dan 
pelaporan 
komir 

2. Perumusan Rencana Kebijakan untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Kondisi dan Fungsi Irigasi 

1. Penyusunan rencana Program 
Komir 1 tahun dan 5 tahunan 

  
    

 
 

2. Penyusunan dan Sosialisasi 
Kebijakan Pemerintah Daerah 
Terkait Keirigasian 

     

 

 

Kebijakan 
dalam bentuk 
SK Gubernur 
(misal SK 
Gubernur 
tentang Pola 
dan Tata 
Tanam) 

3. Pengusulan Rencana Rumusan Kebijakan kepada Menteri untuk Mempertahankan dan Meningkatkan 
Kondisi dan Fungsi Irigasi 

1. Penguatan Sistem Data dan 
Informasi Irigasi 

  

 

  

 

 

Surat Dinas PU 
Prov.  ke Dinas 
PU Kabupaten 

untuk 
menyediakan 
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NO. 
PROGRAM KERJA/ URAIAN 

KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN SUMBER DANA 

KETERANGAN 

2017 2018 2019 2020 2021 
HIBAH/ 
LOAN/ 
APBN 

APBD 

sistem data 
dan informasi 

Irigasi 

2. Koordinasi Sistem Pengelolaan 
Irigasi Pola Terintegrasi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Rapat 
Komir Prov. 

Sebagai wujud 
mekanisme 

Rapat 
Koordinasi 
terintegrasi 

dalam rangka 
antisipasi 

kekeringan. 

4. Perumusan Rencana Tahunan Penyediaan, Pembagian dan Pemberian Air Irigasi Bagi Pertanian, dan 
Keperluan Lainnya 

1. Konsolidasi Penyediaan, 
Pembagian, dan Pemberian Air 
Irigasi dengan Komisi Irigasi 
Kabupaten  

     

 

 

 

2. Perumusan Draf SK Gubernur 
tentang Penyediaan, 
Pembagian dan Pemberian Air 
Irigasi Bagi Pertanian, dan 
Keperluan Lainnya 

     

 

 

 

5. 
Merekomendasikan Prioritas Alokasi Dana Pengelolaan Irigasi melalui Forum Musyawarah Pembangunan 

1. Analisis kebijakan Anggaran 
Daerah tentang Dana 
Pengelolaan Irigasi (DPI)   

       
 

2. Inventarisasi kondisi 
infrastruktur irigasi 

       
 

6. Perumusan Rencana Tata Tanam yang Telah Disiapkan oleh Dinas Instansi Terkait dengan 
Mempertimbangkan Data Debit Air yang Tersedia pada Setiap Daerah Irigasi, Pemberian Air Serentak 
atau Golongan, Kesesuaian Jenis Tanaman, Rencana Pembagian dan Pemberian Air 

1. Pembahasan dan Penentuan 
Rencana Pola Tanam, Rencana 
Tata Tanam Global (RTTG) dan 
Rencana Tata Tanam Detail 
(RTTD) 

     

 

 

Notulen Rapat 
Komir  

2. Perumusan Draf SK Gubernur 
tentang Rencana Pola Tanam, 
Rencana Tata Tanam Global 
(RTTG) dan Rencana Tata 
Tanam Detail (RTTD) 

     

 

 

Draft SK 
Gub./Bupati ttg 
Pola dan Tata 

Tanam MT 
2017 dan MT 

2018 

7. Merumuskan Rencana Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang Meliputi Prioritas Penyediaan 
Dana, Prioritas Pemeliharaan, dan Prioritas Rehabilitasi 

1. Pembahasan hasil PSETK, Studi 
Kinerja Daerah Irigasi, dan 
Dokumen Rencana 
Pemeliharaan dan Rehabilitasi 
Jaringan Irigasi di Bidang SDA 
Dinas PU Prov.  

     

 

 

 

Akan 
diprogramkan 

kemudian 

2. Rekomendasi Pelaksanaan 
Pemeliharaan dan Rehabilitasi 
Partisipatif 

     

 

 

Dituangkan 
dalam 
Dokumen SPKS 
Konstruksi 
partisipatif DI 
Kewenangan 
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NO. 
PROGRAM KERJA/ URAIAN 

KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN SUMBER DANA 

KETERANGAN 

2017 2018 2019 2020 2021 
HIBAH/ 
LOAN/ 
APBN 

APBD 

Prov. Melalui 
program 
IPDMIP. 

8. 
Memberikan Masukan dalam Rangka Evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi 

Konsolidasi Pelaksanaan 
Pengelolaan Aset Irigasi mencakup 
: 

 Inventarisasi Aset Irigasi 
 Perencanaan Aset Irigasi 
 Pelaksanaan 

     

 

 

Berdasarkan 
Permen PU PR 
No. 23 Tahun 
2015 tentang 
Pengelolaan 
Aset  Irigasi  Monitoring dan Evaluasi 

 Pemutakhiran Data 
     

 
 

9. Rekomendasi Terhadap Ijin Alokasi Air 

Memberikan pertimbangan dan 
masukan atas pemberian izin 
alokasi air untuk kegiatan perluasan 
daerah layanan jaringan irigasi dan 
peningkatan jaringan irigasi 

       

 

10. Rekomendasi Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi dan Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi  

1. Merumuskan usulan kepada 
Gubernur mengenai Penetapan 
Hak Guna Pakai Air untuk 
Irigasi dan Hak Guna Usaha Air 
untuk Irigasi kepada Badan 
Usaha, Badan Sosial, ataupun 
Perseorangan 

   

   

 

Pada saat ini 
Peraturan 
Pemerintah 
tentang Hak 
Guna Pakai Air 
dan Hak Guna 
Usaha Air 
untuk Irigasi 
belum terbit 

2. Memberikan masukan kepada 
gubernur atas penetapan hak 
guna pakai air untuk irigasi dan 
hak guna usaha air untuk 
irigasi kepada badan usaha, 
badan sosial, ataupun 
perseorangan 

  

      

11. Memberikan Pertimbangan dalam Mengatasi Permasalahan Daerah Irigasi Akibat Kekeringan, 
Kebanjiran, dan Akibat Bencana Alam Lain 

1. Pembahasan Permasalahan 
Jaringan Irigasi (Alih Fungsi 
Lahan, Kerambanisasi, 
Pelompong liar, Galian C, 
Pencemaran Air, Sedimentasi, 
Sampah, dll.) 

       

 

2. Usulan rekomendasi Gubernur 
tentang upaya-upaya 
penyelesaian permasalahan 
irigasi berbasis PPSIP 

       

 

12. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem 
irigasi 

1. Fasilitasi Feasibility Study 
tentang keandalan dan 
keberlanjutan sistem irigasi 

       
 

2. Merumuskan masukan dan 
pertimbangan dalam upaya 
menjaga keandalan dan 
keberlanjutan sistem irigasi 
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NO. 
PROGRAM KERJA/ URAIAN 

KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN SUMBER DANA 

KETERANGAN 

2017 2018 2019 2020 2021 
HIBAH/ 
LOAN/ 
APBN 

APBD 

13. Pelaporan 

Melaporkan kepada Gubernur hasil 
program dan progres, masukan 
yang diperoleh, serta melaporkan 
kegiatan yang dilakukan selama 1 
(satu) tahun kegiatan 

       

 

 

 
 

 

3. Indikator  Penyusunan Rekomendasi Komisi Irigasi Provinsi dan Kabupaten 

Rekomendasi Komisi Irigasi adalah merupakan pencapaian dari hasil suatu rapat/sidang 
rutin Komisi Irigasi Provinsi/Kabupaten yang dirumuskan oleh Ketua Sidang Komir. 
Rekomendasi komir yang disusun menyesuaikan dengan isu dan agenda sidang komir yang 
dibahas/dilaksanakan sesuai program kerja tahunan komir. 
 
Penyusunan rekomendasi komir pada umumnya berisi kebijakan terkait dengan Pola dan 
tata Tanam yang telah disiapkan dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data 
debit air yang tersedia pada setiap DI, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian 
jenis tanaman, rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan 
fungsi irigasi, rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang 
efesien bagi pertanian dan keperluan lain, serta rekomendasi untuk rencana pemeliharaan 
dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana pengelolaan irigasi , 
prioritas pemeliharaan dan rehabilitasi.  
Adapun isi rekomendasi komisi irigasi Provinsi dan Kabupaten adalah  memuat sekurang-
kurangnya sebagai berikut : 

 Rekomendasi pola dan tata tanam  
 Rekomendasi rencana pembagian air (RPA) 
 Rekomendasi penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata 

Tanam Detil (RTTD). 
 Rekomendasi prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah 

pembangunan daerah. 
 Rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas 

penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi   
 Rekomendasi lain yang terkait dengan isu dan agenda rapat/sidang komir yang telah di 

programkan di Komir Provinsi dan Komir Kabupaten. 
 
 
Contoh Rekomendasi Komisi Irigasi adalah seperti gambar dibawah ini :   
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4. Indikator Pendanaan Operasional Komisi Irigasi Provinsi Dan Kabupaten 

 
Gambaran postur anggaran operasional Komir Provinsi dan Kabupaten adalah merupakan 
wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mengoperasionalkan tugas dan fungsi komir 
secara berkelanjutan.  
Secara umum,  kebutuhan anggaran operasional Komisi Irigasi sekurang kurangnya terdiri : 
1. Operasional Kesekretariatan 

2. Kegiatan Komisi Irigasi yang terdiri dari : 

- Rapat/Sidang Komisi Irigasi 

- Kunjungan Lapangan 

- Penguatan kelembagaan komir dalam bentuk bimbingan teknis dan pelatihan. 

- Koordinasi dengan Kabupaten/Kota, Instansi/lembaga terkait 

Sumber pendanaan operasional Komir berasal darl APBD Provinsi /Kabupaten. 
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Modul 3 : PELAPORAN HASIL VERIFIKASI BPKP 
 
Gambaran Umum Modul ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang tahapan 

proses pelaporan yang dilakukan oleh verifikator dalam kegiatan 
verifikasi dokumen kinerja Komisi Irigasi. Dalam modul ini akan 
diuraikan secara singkat mengenai tahapan pelaporan hasil verifikasi 
dokumen kinerja Komir . 

Tujuan  1. Peserta dapat memahami tahapan pelaporan  
2. Peserta membuat kesimpulan hasil verifikasi dokumen kinerja 

Komir  
Pokok Bahasan Penjelasan Tentang Perhitungan dan Pelaporan Hasil Verifikasi 
Alat dan Bahan - Spidol transparan, spidol kecil 

- Infocus dan Lap Top 
- Papan tulis/dinding 
- Kertas buram Plano (Flip chart) 
- Kertas Metaplane 
- Celotape atau   penempel kertas 

Waktu 25 menit 
 

 
 
Perhitungan : 
 
Setelah dilakukan pengisian form verifikasi kinerja Komir dengan metode wawancara dan 
penelaahan dokumen, maka verifikator melakukan perhitungan sesuai dengan bobot angka 
pada masing masing indicator yang tertera pada form.   
 
Hasil verifikasi akan berupa nilai serta kesimpulan apakah Komisi Irigasi Provinsi/Kabupaten 
telah berkinerja “Kurang” (Nilai < 50) atau “Cukup” (51-70) atau  “Baik” (71-100). Apabila 
Komisi Irigasi telah berkinerja “Cukup” atau ”Baik” berarti dapat diperhitungkan untuk 
pemenuhan DLI. Sebaliknya bila Komisi Irigasi berkinerja “Kurang” berarti tidak dapat 
diperhitungkan sebagai pemenuhan DLI dan Komisi Irigasi harus dilengkapi atau dibenahi 
untuk meningkatkan kinerjanya. 
 
Buat Kesimpulan : 
 

a) Berapa nilai verifikasi kinerja Komisi Irigasi dan b). Bagaimana kinerja Komisi Irigasi: 

“Kurang” atau “Cukup” atau “Baik”. 

b) Periksa kembali apakah semua telah diverifikasi serta data atau keterangan (tanggal, 

nama Komisi dst) telah lengkap diisi. 

c) Tandatangani formulir verifikasi. 
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